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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ASURANSI 

 

A. Asuransi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah 

pertanggungan (Perjanjian antara dua pihak, pihak satu berkewajiban 

membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan 

jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu 

yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan 

perjanjian yang dibuat).
1
 

Dalam bahasa Belanda, asuransi adalah “Verzekering” yaitu 

berarti pertanggungan.
2
 Di Indonesia asuransi sebelum diatur menurut 

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 telah diatur dalam Wetbook Van 

Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Pasal 246 yang 

berbunyi sebagai berikut:  

“suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada 

pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai 

pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang 

dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan 

terjadi.”
3

 

 

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang 

dimaksud dengan asuransi adalah:  

                                                             
1
 Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 2000), h.73 
2
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 

cetakan I, h.235 
3
 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan 

Undang-Undang Kepailitan (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2011), cetakan ke-33, 

h.77 
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Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan 

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau 

pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang 

timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung 

atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 

tidak pasti; atau 

2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang 

didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat 

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada 

hasil pengelolaan dana.
4
 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, asuransi adalah 

jasa keuangan yang beroperasi melalui penghimpunan dana dari 

anggota (premi) dan memberikan perlindungan kepada anggota 

asuransi terhadap kemungkinan timbulkan kerugian atas suatu peristiwa 

yang tidak pasti atau terhadap hidup dan matinya seseorang. Selain itu 

dapat dipahami pula bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur. 

Pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua 

pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (mu‟amalah), 

pihak pertama ialah penanggung pihak kedua yaitu tertanggung. Kedua, 

premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh 

tertanggung kepada penanggung. Ketiga, adanya ganti rugi dari 

penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian 

selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa yang tidak tentu atau disebut 

dengan resiko. 

 

 

                                                             
4
 Republik Indonesia, Undang-Undang  No 40 Tahun 2004 Pasal 1Ayat 1 



40 

 

1. Asuransi Syariah 

Asuransi syariah dikenal dengan istilah takaful, ta‟min, dan 

Islamic insurance. Istilah-istilah tersebut secara substansial 

mengandung makna yang sama, yakni pertanggungan (saling 

menanggung). Namun istilah yang paling banyak dipergunakan di 

beberapa negara, termasuk Indonesia adalah istilah takaful dengan kata 

dasar takafala-yatakafalu-takaful yang berarti saling menanggung atau 

menanggung bersama.
5
 

Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2004 Pasal 1 (ayat 2) 

berbunyi :  

“Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas 

perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis 

dan peranjian di antara para pemegang polis, dalam rangka 

pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling 

menolong dan melindungi”
6
 

 

Menurut fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Umum Asuransi Syariah berbunyi : 

Asuransi syariah (Ta‟min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha 

saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak 

melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru‟ yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu 

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
7
 

 

                                                             
5
 A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.122 
6
 Republik Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 

7
 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam 

Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian 

Agama RI, 2010), cetakan 1, h.327 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulakan bahwa asuransi syariah 

(takaful) adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada 

syariat Islam dengan mengacu kepada al-Quran dan al-Sunnah. 

a. Landasan Hukum 

1) Al-Quran 

a) Perintah untuk mempersiapkan hari esok (masa depan) 

QS. Al-Hasyr (59) : 18 

                    

                  

 “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang 

telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan 

bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui yang kamu kerjakan.”
8
 

 

b) Perintah untuk saling tolong-menolong 

Qs. Al-Madinah (5) : 2 

  ...                       

                 

 “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.”
9
 

 

c) Perintah untuk saling melindungi dalam keadaan susah 

QS. Al-Quraisy (106) : 4 

                                                             
8
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-

Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Mahfirah Pustaka, 2006), h.548 
9
  Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an...h.106 
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“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan.”
10

 
 

 

d) Perintah untuk bertawakal dan selalu berusaha
11

 

QS. At-Taghaabun (64) : 11 

            ...    

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang 

kecuali dengan ijin Allah...”
12

 

 

Nilai implisit dari ayat di atas mungkin dalam merugi. 

Dalam bisnis asuransi, hal semacam ini dipelajari dalam 

bentuk manajemen risiko.
13

 

2) Hadits 

Hadits Rasulullah saw tentang anjuran untuk tolong 

menolong. 

عْتُ  عْتُوُ يَ قُوْلُ سََِ حَدَ ثَ نَا أبَُ وْ نُ عَيْمِ حَدَ ثَ نَا زكََريِاَء عَنْ عَا مِرِ قاَلَ سََِ
عْمَانَ بْنِ بَشِيِْْ ي َ  قُوْلُ قاَلَ رَسُوْلُ الِله صَلَى الَله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ تَ رَى الْن ُّ

هِمْ وَتَ وَادِىِمْ وَتَ عَا طفُِهِمْ كَمَثَلِ الَْْسَدِ اذَِا اشْتَكَى  ؤْمِنِيَْْ فِْ تَ راَحِِِ
ُ

ألم
ى  هِ عَضْوًا تَدَا عى لوَُ سَا ئرُِ جَسَدِ  ياَلسِهْرِ وَالَْْمِّ  

 

“Telah bercerita kepada kami Abu Nu‟aim telah 

menceritakan kepada kami Zakariya‟ dari „Amir dia 

berkara: saya mendengan An Nu‟man bin Basyir berkata: 

                                                             
10

  Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an...h.602 
11

 Waldi Nopiansyah, Asuransi Jiwa-Berkah Terakhir yang Tak Terduga, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h.34 
12

  Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an...h.557 
13

 Waldi Nopiansyah, Asuransi Jiwa...h.35 
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Rasulullah saw bersabda: “Kamu akan melihat orang-

orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan 

menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 

anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut 

terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).”
14

 

 

3) Ijtihad 

a) Fatwa Sahabat 

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran 

hukuman (ganti rugi) pernah dilakukan oleh Khalifah 

Umar bin Khattab. Beliau berkata: “orang-orang yang 

tercantum dalam diwan (daftar) tersebut berhak 

menerima bantuan dari satu sama lain dan harus 

menyumbang untuk pembayaran ganti rugi atas 

pembunuhan tidak sengaja”. 

b) Ijma 

Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) 

dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin 

Khattab. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh 

keluarga dari pihak laki-laki dari si pembunuh (orang 

yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak 

sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang 

menanggung pembayaran karena si pembunuh 

merupakan anggota dari kelompok tersebut. Adanya 

ijma atau kesepakatan ini tampak tidak adanya Sahabat 

yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan 

                                                             
14

 Rustamunadi dkk, Analisis Pengaruh Akad pada Perusahaan Asuransi 

Syariah Terhadap Minat Para Anggota PKPRI Kabupaten Serang, (Serang: LP2M 

IAIN SMHB, 2016), h.14 
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bahwa telah terdapat ijma di Kalangan Sahabat Nabi 

SAW, mengenai persoalan ini.
15

 

c) Qiyas 

Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa dengan 

datangnya Islam, sistem aqilah diterima Rasulullah SAW 

sebagai bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari aqilah 

adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk 

melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh 

untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan kontribusi 

keuangan ini sama halnya dengan pembayaran premi 

dalam asuransi syariah. Jadi dapat di-qiyaskan. Antara 

kedua sistem yang ada pada asuransi syariah memiliki 

fungsi yang sama dalam aqilah sehingga tidak ada 

pertentangan pada masa Rasulullah tentang aqilah.
16

 

d) Istihsan 

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan 

jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi 

keadilan dan kepentingan sosial. Kebaikan dari 

kebiasaan aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak 

pada kenyataan bahwa sistem aqilah dapat menggantikan 

atau menghindari balas dendam berdarah yang 

berkelanjutan.
17

 

4) Peraturan Pemerintah 

                                                             
15

 Waldi Nopiansyah, Asuransi jiwa...h.41 
16

 Waldi Nopiansyah, Asuransi jiwa...h,42 
17

 Wirdyaningsih, dkk., (ed.) Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2005), cetakan kedua, h.195 
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a) Pasal 1774 KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu 

persetujuan untung-untungan (kansovereenkomst) adalah 

suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, 

baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, 

bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.”
18

 

 

b) Persetujuan asuransi diatur dalam KUHD: 

Buku I, Bab IX : Asuransi secara umum 

Buku II, Bab X : Asuransi Kebakaran,  Pertanian, dan 

Asuransi Jiwa 

Buku II, Bab IX : Asuransi Laut, Asuransi Bahaya 

Perbudakan 

Buku II, Bab X : Asuransi Pengangkutan Darat, Sungai 

dan Perairan Daratan. 

c) Di luar KUHD, peraturan tentang asuransi diatur pula 

dalam ketentuan-ketentuan berikut: 

UU No.33/1964 tentang Dana Kecelakaan Penumpang 

UU No.34/1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas 

UU No.10/1963 tentang Tabungan dan Asuransi 

Pegawai Negeri. 

UU No.4/1965 tentang Pendirian PN Asuransi Benda 

Sraya 

UU No.1/1971 tentang Penyertaan Modal Negara RI 

UU No.40/2004 tentang Usaha Perasuransian.
19

 

 

 

                                                             
18 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2015), cetakan ke-41, h.455 
19

 Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf, Asuransi Takaful dan Teoritis ke Praktis, 

(Bandung: Mimbar Pustaka Bandung, 2005), h.8 
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b. Jenis-Jenis  

1) Asuransi kerugian (non life insurance/general insurance) 

yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam 

penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat 

dan tanggunga jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
20

 

Produk Asuransi Umum (asuransi kerugian) meliputi: 

a) Takaful kendaraan bermotor 

b) Takaful kebakaran 

c) Takaful kecelakaan diri 

d) Takaful pengangkutan laut 

e) Takaful rekayasa/Engineering, dll.
21

 

 

2) Asuransi jiwa (life insurance) yaitu perjanjian asuransi 

yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan 

hidup atau meninggalnya seseorang yang 

dipertanggungkan. Asuransi jiwa merupakan bentuk 

kerjasama yang ingin menghindari atau minimal 

mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, 

risiko hari tua, dan risiko kecelakaan.
22

 

Produk Asuransi Jiwa meliputi: 

a) Takaful berencana 

b) Takaful pembiayaan 

c) Takaful pendidikan 

d) Takaful dana haji 

e) Takaful berjangka 

f) Takaful kecelakaan siswa 

g) Takaful kecelakaan diri 

                                                             
20

 Rustamunadi dkk, Analisis Pengaruh...h.27 
21

 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian 

Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2005), cetakan ke 4, h.153 
22

 Rustamunadi dkk, Analisis Pengaruh...h.28 
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h) Takaful khairat keluarga
23

 

 

3) Re-asuransi (Reassurance) yaitu perjanjian asuransi yang 

memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko 

yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dan perusahaan 

asuransi kerugian.
24

 

c. Prinsip Operasional 

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta‟awanu „ala al 

birr wa al-taqwa  (tolong menolonglah kamu sekalian dalam 

kebaikan dan takwa) dan al-ta‟mil (rasa aman)
25

. Prinsip ini 

menjadikan para anggota saling menjamin dan menanggung 

risiko. Dalam konteks ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai 

pengelola dana (mudharib) yang dikelola dan diinvestasikan 

sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan peserta 

sebagai pemilik dana (shohibul maal) yang memperoleh manfaat 

perlindungan, dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.
26

  

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan tiga prinsip 

utama, yaitu : 

1) Saling bertanggung jawab, yaitu untuk membantu dan 

menolong peserta lain yang mengalami musibah atau 

kerugian dengan ikhlas.  

2) Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di 

antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya 

saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang 

dialami karena sebab musibah yang diderita.  

                                                             
23

 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum...h.153 
24

 Rustamunadi dkk, Analisis Pengaruh...h.28 
25

 A. Dzajuli dan Yadi Januari, Lembaga-Lembaga Perekonomian...h.131 
26

 Hendi Suhendi dan K. Yusuf, Asuransi Takaful...h.9 
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Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 2: 

  ...                   

                     

 “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan taqwa, dan janga tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.”
27

 

 

3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti 

bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai 

pelindung bagi peserta lain. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. Quraisy ayat 4:  

                   

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan.”
28

 

 

4) Menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. 

a) Gharar berasal dari gharra (َّ غَر) , menipu atau 

memperdayakan. Gharar artinya penjualan sesuatu 

yang tidak terang rupa dan sifatnya.
29

 Gharar 

(uncertainty) atau ketidakpastian ada dua bentuk : 

- Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan 

polis. Dalam konsep syariah akad yang digunakan 

adalah akad takafuli atau tolong-menolong dan 

                                                             
27

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an...h.106 
28

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an...h 206 
29

 Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan Syariah, (Bandung: 

PT Kiblat Buku Utama, 2012), cetakan ke 2, h.33 
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saling menjamin di mana semua peserta asuransi 

menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. 

- Sumber pembayaran klaim dan keabsahan syar‟i 

penerima uang klaim itu sendiri. Dana klaim dalam 

konsep takaful diambil dari dana tabarru‟ yang 

merupakan kumpulan dana shadaqah dari para 

peserta.
30

 

b) Maisir berasal dari kata maisir )ٌمَيْسِر( perjudian atau 

sesuatu yang mengandung unsur judi.
31

 Artinya ada 

salah satu pihak yang untung namun di lain pihak 

justru mengalami kerugian. Dalam konsep takaful, 

apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau 

musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak 

mendapatkan premi yang disetor kecuali dama yang 

dimasukkan ke dalam dana tabarru‟. 

c) Unsur riba yang artinya bertambah. Secara teknis, riba 

berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau 

modal secara bathil.
32

 Dalam konsep takaful dana yang 

terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, 

terutama mudharabah dan musyarakah.
33

 

d. Ciri dan Karakteristik  

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan empat ciri, 

yaitu: 

                                                             
30

 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum...h.149 
31

 Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan...h.63 
32 Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan...h.99 
33

 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum...h.150 



50 

 

1) Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi 

didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk 

saling membantu pada waktu yang diperlukan. 

2) Tata cara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur 

yang bertentangan dengan syariat Islam. 

3) Jenis asuransi takaful terdiri dari “Takaful Keluarga”, yang 

memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli 

warisnya sebagai akibat kematian dan sebagainya, dan 

“Takaful Umum”, yang memberikan perlindungan atas 

kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian dan 

sebagainya. 

4) Terdapat DPS yang bertugas mengawasi operasional 

perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan Syariat 

Islam.
34

 

Karakteristik Asuransi Syariah 

1) Akad yang dilakukan adalah akad al-takafuli 

Akad takafuli (saling menanggung atau saling 

menjamin) ini dilakukan di antara sesama peserta asuransi. 

Dalam akad takafuli, kejelasan berapa yang harus diberikan 

dan berapa yang akan diterima tidak menjadi syarat. Oleh 

karena itu, asuransi takaful dalam hal akad terlepas dari 

unsur gharar.
35

 

2) Selain tabungan peserta dibuat pula tabungan derma 

(tabarru‟) 

                                                             
34 A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian...h.125 
35 A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian...h.125 
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Dalam asuransi takaful, sejak awal peserta telah 

diberitahu bahwa tabungan yang disetor peserta akan 

dipilah menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan tabunga 

tabarru‟ (derma). Tabungan peserta adalah tabungan yang 

diberikan kembali kepada peserta di saat masa kontrak telah 

habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. 

Sedangkan Tabungan tabarru‟ adalah tabungan kebaikan 

yang diinfakkan peserta untuk membantu peserta lain yang 

tertimpa musibah. Tabungan tabarru‟ ini tidak akan 

kembali lagi kepada peserta yang bersangkutan apabila 

masa kontrak berakhir atau mengundurkan diri. Secara 

syar‟i, adanya tabungan tabarru‟ sesungguhnya merupakan 

realisasi prinsip ta‟awun dalam asuransi syariah.
36

 

3) Merealisir prinsip bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah) 

Prinsip ini dilakukan pada saat penyerahan premi oleh 

peserta kepada perusahaan asuransi (akad mudharabah) dan 

saat investasi dari perusahaan asuransi kepada investor 

(akad mudharabah dan musyarakah). Premi yang disetor 

peserta oleh pihak perusahaan asuransi disatukan dalam 

Kumpulan Dana Peserta yang kemudian diinvestasikan 

kepada investor dengan prinsip bagi hasil, yakni 

keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (profit and 

loss sharing). Keuntungan yang diperoleh asuransi takaful 

dari investasinya kemudian dibagi lagi dengan peserta pada 
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saat peserta tertimpa musibah, mengundurkan diri, atau 

masa kontrak habis.
37

 

 

2. Asuransi Jiwa 

a. Pengertian  

Asuransi jiwa adalah suatu metode untuk menciptakan suatu 

estate, suatu metode untuk menjaga agar rencana menghimpun 

harta untuk kepentingan orang lain (terutama keluarganya) dapat 

terwujud, baik kepada keluarga (breadwinner) meninggal 

sebelum waktunya (prematurely) maupun hidup sampai tua.
38

 

Atau dengan kata lain asuransi jiwa adalah asuransi yang 

memberikan proteksi terhadap kemungkinan kerugian keuangan 

yang berhubungan dengan risiko kematian dan risiko hari tua. 

b. Jenis-jenis 

1) Polis Asuransi Bermasa (term insurance) : perjanjian untuk 

sejumlah tahun tertentu dan biasanya tidak mengandung 

unsur tabungan. Dalam perjanjian ini, penanggung berjanji 

akan membayar jumlah nominal polis itu kepada pihak 

ketiga sekiranya tertanggung meninggal dalam jangka 

waktu tertentu. Jika tertanggung tidak meninggal selama 

jangka itu, maka perjanjian berakhir.
39

 Karakteristiknya: 

jangka waktu pertanggungan adalah terbatas, misalnya 

1,5,10, atau 20 tahun. Kecuali apabila jangka waktu 
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pertanggungan diperpanjang.
40

 Asuransi jiwa berjangka 

biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang 

memiliki penghasilan kecil, namun membutuhkan proteksi 

sementara dan tertarik pada proteksi besar dengan premi 

yang rendah. 

2) Polis Asuransi Dwiguna (endowment insurance) : kontrak 

asuransi jiwa di mana perusahaan asuransi berjanji akan 

membayarkan sejumlah uang tertentu kepada beneficiary 

(pihak yang berkepentingan, ahli waris) sekaligus jika 

tertanggung meninggal dalam jangka waktu usia polis, atau 

jumlah itu dibayarkan kepada tertanggung jika ia hidup 

terus sesudah jangka waktu polis tersebut.
41

  

Karakteristiknya: Memberikan manfaat tertentu apakah 

tertanggung hidup sampai akhir atau meninggal selama 

jangka waktu pertanggungan, memiliki maturity date 

(tanggal jatuh tempo),  dapat menghasilakan nilai tunai 

dengan lebih cepat dan tarif premi biasanya 

tetap.
42

Asuransi jiwa dwiguna biasanya dibutuhkan oleh 

calon pemegang polis yang ingin mempersiapkan dana 

pensiun, tabungan jangka panjang dan mempersiapkan dana 

pendidikan anak. 
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3) Polis Jiwa Lengkap (whole life insurance) : menawarkan 

jaminan nilai tunai sepanjang hidup.
43

  Premi polis ini dapat 

dibayarkan sekaligus, menurut rencana pembayaran 

terbatas, atau rencana premi terus menerus. Pada rencana 

pembayaran terbatas, tertanggung terus menerus membayar 

premi untuk beberapa tahun tertentu, sesudah itu ia tidak 

usah lagi membayar premi.
44

 Karakteristiknya: memberikan 

pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama 

polis masih in-force, mengandung unsur tabungan dalam 

bentuk  cash value (nilai tunai), tarif premi tetap, bisa 

mengubah isi polis selama masih berlaku, dan pemegang 

polis dapat menggunakan nilai tunai sebagai jaminan untuk 

pinjaman polis, dan berhak menarik dana dari nilai tunai 

polis, jika sudah terbentuk.
45

 Asuransi jiwa seumur hidup 

biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang 

memiliki kebutuhan dalam mempersiapkan warisan dan 

membutuhkan perlindungan finansial jangka panjang. 

 

3. Tujuan Asuransi 

a. Asuransi Sebagai Lembaga Pelimpahan Resiko 

Dalam keadaan wajar biasanya seseorang atau suatu badan 

usaha harus selalu menanggung semua kemungkinan kerugian 

yang dideritanya karena berbagai peristiwa yang tidak dapat 

dengan mudah diperkirakan. Guna menghadapinya maka orang 
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berusaha melimpahkan semua kemungkinan kerugian kepada 

pihak lain yang kiranya bersedia menggantikan kedudukannya. 

Dengan cara mengadakan suatu perjanjian yang mempunyai 

tujuan bahwa pihak yang mempunyai kemungkinan menderita 

kerugian (tertanggung) melimpahkan kepada pihak lain yang 

bersedia membayar ganti rugi (penanggung) apabila terjadi 

kerugian. Perjanjian itu disebut dengan perjanjian pertanggungan 

(asuransi). 

b. Asuransi Sebagai Lembaga Penyerap Dana Dari Masyarakat  

Setiap kemungkinan terhadap bahaya menderita kerugian 

itu pasti diasuransikan atau dipertanggungkan. Hampir setiap 

gerak dan aktivitas baik pribadi atau badan-badan usaha itu selalu 

dilindungi oleh suatu perjanjian pertanggungan yang mereka 

adakan. Makin banyak yang merasa tidak aman makin banyak 

yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, berarti makin banyak 

perjanjian asuransi ditutup. Selanjutnya makin banyak pula dana 

yang diserap oleh perusahaan sebagai pembayaran atas 

kesedianya mengambil alih risiko pihak tertanggung.
46

 

 

4. Istilah-istilah khusus dalam asuransi 

Beberapa istilah yang sering dan lazim digunakan dalam usaha 

perasuransian. Berikut ini dijelaskan beberapa diantaranya, yaitu:  

a. Penanggung (Insurer) adalah perusahaan berbadan hukum 

bergerak dalam pengelolaan risiko dan menjual produk jasa 

asuransi disebut sebagai perusahaan asuransi. Sesuai dengan 
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ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No 40 Tahun 

2014, penanggung terdiri dari perusahaan asuransi jiwa, 

perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi.
 47

 

b. Tertanggung (Insured) adalah konsumen individu atau institusi 

yang mempunyai kepentingan sesuatu yang dimilikinya dan 

membeli jaminan asuransi. 

c. Risiko (Risks) adalah ketidakpastian mengenai kerugian. Suatu 

keadaan yang belum pasti terjadi, yang dihadapi oleh manusia 

dalam setiap kegiatannya dan tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia.
48

 

d. Polis Asuransi (Insurance Policy) adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh perusahaan yang menyatakan syarat 

kontrak/perjanjian asuransi. Kontrak dimaksud adalah kontrak 

tertulis antara perusahaan dan pemegang polis.
49

 

e. Premi (Premium) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh 

tertanggung kepada penanggung. Premi adalah harga untuk 

jaminan risiko yang ditanggung oleh penanggung untuk risiko 

tertentu. 

f. Klaim Asuransi adalah tuntutan ganti rugi yang dimajukan oleh 

tertanggung kepada penanggung atau perusahaan asuransi.
50

 

g. Agen/konsultan adalah orang yang menjual polis perusahaan 

asuransi dan memberikan pelayanan sehubungan dengan 

penutupan polis. 
51

 

                                                             
47

 Mulyadi Nitisusastro, Asuransi dan ...h.88 
48

 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi...h.60 
49

 A Rasyid Muhammad, Tata Cara dan Manfaat Asuransi Jiwa Dilengkapi 

dengan Sejarah dan Perkembangannya serta Profil Beberapa Perusahaan (Jakarta: 

Yayasan Ruhama, 1995), cetakan I, h.8 
50

 Mulyadi Nitisusastro, Asuransi dan...h.92 



57 

 

B. Perjanjian Asuransi 

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, 

oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju 

pada pengertian perjanjian asuransi. Secara umum pengertian 

perjanjian asuransi adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
52

 

Walaupun kata-kata dalam kontrak ini belum seragam di seluruh 

negeri, namun seluruh polis asuransi jiwa memuat Pasal-Pasal dasar 

tertentu. Pasal-Pasal ini dapat dinamakan Pasal-Pasal polis umum.
53

 

1. Akad dalam Asuransi Syariah 

Akad berasal dari kata „aqada (َََّعَقد)  yang artinya 

mengikatkan (tali), tapi „aqad artinya kontrak, artinya janji; 

perjanjian; kontrak.
54

 Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan 

sebagai perikatan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul 

(pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat 

yang berpengaruh pada objek ikatan. Akad yang dilakukan antara 

peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan asuransi terdiri 

atas dua akad yaitu: 

a. Akad Tabbaru‟ (Hibah) 

Tabarru‟ berasal dari kata tabbara‟a-yatabarra‟u-

tabarru‟an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau 

derma. Semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan 

kebajikan dan tolong menolong. Bukan semata-mata untuk 
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tujuan komersial
55

. Dalam akad tabbaru‟ ini perusahaan 

sebagai pengelola dana dan peserta asuransi sebagai 

pemberi hibah. 

Akad tabarru‟ (menurut fatwa DSN–MUI No.53/DSN-

MUI/III/2006) Ketentuan hukum: 

1) Akad tabarru‟ merupakan akad yang harus melekat 

pada semua produk asuransi syariah. 

2) Akad tabarru‟ pada asuransi syariah adalah semua 

bentuk akad yang dilakukan antarpeserta pemegang 

polis. 

3) Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah 

asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. 

Dalam akad tabarru‟, sekurang-kurangnya harus 

disebutkan: 

1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara 

individu. 

2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu 

dalam akun tabarru‟ selaku peserta dalam arti 

badan/kelompok. 

3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. 

4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis 

asuransi yang diakadkan.
56

 

b. Akad Tijaroh (Mudharabah) 

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan 

dengan tujuan komersial (mencari keuntungan) yang 
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menyangkut profit transaction. Sifat akadnya adalah tijarah 

sedangkan nama akadnya adalah akad wakalah bil ujrah. 

Akad wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari 

peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana 

peserta dengan pemberian ujrah (fee), objek akad wakalah 

bil ujrah meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, 

pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio 

risiko, pemasaran dan investasi.
57

 

Hubungan Sesama Pemegang Polis AKAD 

TABBARU‟ Prinsip tolong menolong (Risk Sharing) 

Hubungan Pemegang Polis dengan Perusahaan AKAD 

TIJARAH Operasional dan Fungsi Perusahaan Asuransi 

 

2. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Jiwa  

Secara umum, sahnya suatu perjanjian diatur dan harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pasal 1320 KUH 

Perdata beserta Pasal-Pasal yang melindungi Pasal tersebut, ialah 

Pasal 1321-1329.
 58 

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan 

syarat sahnya suatu perjanjian antara lain: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

c. Suatu hal tertentu, 

d. Suatu sebab yang halal.
59

 

 

                                                             
57

 Rustamunadi dkk, Analisis Pengaruh...h.33 
58

 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi...h.97 
59

 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

(Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015), cetakan ke41, h.339 



60 

 

Syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi 

ketentuan-ketentuan dalam Buku I Bab IX KUHD, yaitu: 

a. Asas Indemnitas (principle of indemnity) adalah satu asas 

utama dalam perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi 

mempunyai tujuan utama yang spesifik ialah untuk 

memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung 

oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh 

menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi 

lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita 

kerugian.
60

 

b. Asas Kepentingan (Principle of insurable interest) 

merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau 

pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan 

perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang 

dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak 

tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa 

dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti 

terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita 

kerugian.
61

 

c. Asas Kejujuran yang Sempurna (utmost good faith) Asas 

ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, 

sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan 

perjanjian. Tidak terpenuhinya asas ini pada saat akan 

menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat 

kehendak, sebagaimana makna dari keseluruhan ketentuan-
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ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal 1320-1329 

KUHPerdata. 

d. Asas Subrogasi bagi Penanggung diatur pada Pasal 284 

KUHD tersebut adalah suatu asas yang merupakan 

konsekuensi dari asas indemnitas. Mengingat tujuan 

perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti 

kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena 

dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan 

menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung disamping sudah 

mendapat ganti kerugian dari penanggung masih 

memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.
62

 

3. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa 

a. Jangka waktu berlaku sudah berakhir 

Perjanjian asuransi biasanya dilakukan untuk jangka 

waktu tertentu. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan 

di dalam polis. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu 

habis, maka asuransi berakhir.
63

 

b. Perjalanan berakhir 

Asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya 

diadakan untuk asuransi pengangkutan. 

c. Terjadinya evenemen diikuti klaim 

Di dalam polis dinyatakan bahwa terhadap evenemen 

apa saja asuransi itu diadakan. Apabila pada saat asuransi 

berjalan terjadi evenemen dan menimbulkan kerugian, 
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penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung 

mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan itu. 

Jika benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim 

tertanggung. Dengan pemenuhan ganti kerugian 

berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir. 

d. Asuransi berhenti atau dibatalkan 

Berhentinya asuransi dapat berjalan karena 

kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. 

Berhentinya asuransi dapat juga terjadi karena faktor di luar 

kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi 

pemberatan risiko setelah asuransi berjalan (Pasal 293 dan 

638 KUHD). 

e. Asuransi gugur 

Asuransi gugur biasanya terdapat di dalam asuransi 

pengangkutan. Jika barang yang diangkut diasuransikan, 

kemudian barang tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. 

Tidak jadi diangkut karena kapal tidak jadi berangkat atau 

baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Pada 

asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah 

dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum 

dijalani sama sekali.
64

 

4. Hak dan Kewajiban 

a. Hak dan Kewajiban Penanggung 

1) Penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau 

sejumlah uang dalam perjanjian Asuransi, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1339. 
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2) Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan 

perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut seperti 

yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1), (2), (3). 

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa : 

a) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. 

b) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak atau karena 

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu.
65

 

3) Penanggung hendaknya membuat perjanjian Asuransi 

secara tertulis dalam suatu akta yang disebut Polis. Hal 

ini seperti tercantum dalam Pasal 255 KUHD. 

4) Hak Penanggung untuk menutup kembali (Reasuransi) 

penanggungnya kepada Perusahaan Asuransi yang lain. 

Hal ini diatur dalam Pasal 271 KUHD. Tindakan 

menutup reasuransi disamping melindungi penanggung 

pertama dari kesulitan melaksanakan kewajibannya, 

juga secara tidak langsung melindungi kepentingan 

pemegang polis.
66

 

b. Hak dan Kewajiban Tertanggung 

1) Tertanggung wajib membayar premi kepada 

penanggung. 
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2) Pemegang polis /tertanggung dapat menuntut 

penggantian biaya, rugi dan bunga dengan 

memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdata yaitu : 

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat 

memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat 

dilaksanakan, akan memaksa pihak yang lain untuk 

memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut 

pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya 

kerugian dan bunga”. 
67

 

 

3) Ahli waris dari tertanggung dalam perjanjian Asuransi 

juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari 

perjanjian tersebut. Hal ini disimpulkan dalam Pasal 

1318 KUHPerdata. 

4) Tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan 

perjanjian yang telah disepakatinya.
 68

 

Agar perjanjian asuransi yang diadakan terlaksana 

dengan baik, masing-masing pihak dituntut untuk 

melaksanakan kewajibannya berdasarkan itikad baik yang 

merupakan prinsip penting dalam perjanjian pada umumnya 

seperti tertulis pada Pasal 1338, ayat 3 KUHPerdata. 

“Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”
69

 

 

C. Prosedur Pengajuan Klaim 

Dalam Asuransi Jiwa Prudential ada beberapa persyaratan 

sebelum mengikuti asuransi, seperti memiliki penghasilan (nominal) 
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bisa nabung dan kondisinya sehat. Jika keadaan tidak sehat maka 

perusahaan akan menolak, usia maksimal nasabah adalah 70 tahun. 

Adapun persyaratan yang lebih ditekankan oleh pihak perusahaan 

ketika nasabah ingin mengikuti asuransi jiwa yakni perihal kesehatan si 

nasabah. Pernah ada riwayat penyakit atau tidak? misalnya pernah 

dirawat inap atau tidak, atau ada kondisi yang nasabah rasakan tidak?  

Nasabah harus terbuka dan jujur dari awal mengenai permasalah 

riwayat penyakit yang diderita, nasabah tidak boleh menyembunyikan 

penyakit apapun karena khawatir jangka panjang jika terjadi 

pertanggungan klaim tidak akan di cover, sehingga akan menimbulkan 

kekecewaan bagi nasabah itu sendiri. Ada beberapa penyakit yang 

memang perusahaan menolak untuk pengajuan asuransi jiwa. 

Contohnya ketika terjadi pertanggungan dan dokter mendiagnosa 

ternyata ada penyakit yang sudah lama diidap misal sudah 5 tahun 

tetapi tertanggung baru mengikuti asuransi selama 2 tahun,  jika terjadi 

kasus seperti ini maka perusahaan tidak akan memberikan klaim satu 

rupiah pun. Maka dari itu sebelum mengikuti asuransi harus adanya 

medical terlebih dahulu. Jika nasabah sudah memiliki riwayat penyakit 

biasanya ada tindakan langsung dari pusat dalam arti ada pending 

rimax dimana adanya permintaan bahwa nasabah itu harus medical di 

rumah sakit mana saja secara gratis ditanggung oleh perusahaan 

Prudential dengan hasilnya tergantung keputusan pusat.
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1. Tahapan Umum Proses Klaim: 
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a. Formulir klaim diisi oleh Tertanggung (Pemegang Polis) 

atau Ahli Waris (untuk klaim meninggal) dengan 

menyertakan surat keterangan dari dokter. 

b. Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris menyerahkan 

dokumen penunjang klaim kepada Perusahaan, seperti: 

kwitansi asli, hasil rekam medis, hasil laboratorium, 

laporan kepolisian (jika klaim atas kecelakaan) dan lain-

lain. 

c. Perusahaan melakukan proses validasi terhadap dokumen 

pelengkap dan verifikasi kepada Pemegang 

Polis/Tertanggung/Ahli Waris dan/ atau Dokter atau rumah 

sakit bila diperlukan. 

d. Apabila hasil validasi dan verifikasi oleh Perusahaan sudah 

sesuai dengan ketentuan, maka pembayaran klaim akan 

diproses oleh bagian klaim 

e. Manfaat asuransi dibayarkan/ditransfer kepada Pemegang 

Polis/Tertanggung/Ahli Waris.
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2. Syarat klaim Asuransi Prudential. Harus mengisi dokumen yang 

diperlukan : 

a. Formulir Klaim Asuransi Jiwa yang sudah diisi lengkap 

b. Polis dan Endorsement/Addendum Polis (Asli) 

c. Surat keterangan dokter (yang menyebutkan sebab kematian) 

d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan 

radiologi  

e. Fotokopi KTP/bukti kenal diri dari Penerima Manfaat  
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f. Surat keterangan meninggal dari dokter/Rumah Sakit  

g. Surat keterangan meninggal dari pemerintah setempat (asli)  

h. Fotokopi surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima 

Manfaat.  

 Bila sebab kematian adalah kecelakaan dan polis memiliki 

manfaat tambahan uang pertanggungan untuk kematian karena 

kecelakaan maka harus disertakan juga Surat Keterangan 

Kecelakaan dari Kepolisian/Instansi yang Berwenang. 
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